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Nabila Fauziyah. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Sub Bagian 
Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jalan MT Haryono Kav 34, 
Cikoko, Pancoran, Jakarta, 15 Juli – 13 September 2019. Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah menambah 
pengalaman dan mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan dunia kerja, 
serta untuk mengetahui pekerjaan pada Sub Bagian Keuangan. Tugas yang 
diberikan kepada praktikan antara lain: membuat lembar pengendalian tagihan, 
membuat rekapitulasi ekspedisi tagihan, menerbitkan e-billing pajak, menginput 
pajak yang telah dibayarkan dan mengarsipkan surat pertanggungjawaban (SPJ).  
 
Setelah menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan mendapatkan 
banyak pengalaman dan pelajaran baru khususnya bidang keuangan, serta 
praktikan dapat lebih memiliki sikap mandiri, tanggungjawab dan teliti dalam 
mengerjakan apapun yang praktikan lakukan. 
 
Adapun saran yang dapat praktikan berikan kepada mahasiswa yang ingin 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah diharapkan dapat 
menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab, 
mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan, serta memiliki komunikasi yang 
baik dengan seluruh pegawai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Sedangkan saran untuk Universitas Negeri Jakarta adalah dapat menjalin 
hubungan dan kerjasama yang baik dengan perusahaan atau instansi pemerintah, 
serta meningkatkan pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya pada 
pelayanan pembuatan surat permohonan izin Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Nabila Fauziyah. Internship report at Financial Sub-Section of BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta, Jalan MT Haryono Kav 34, Cikoko, Pancoran, Jakarta, 15th 
July – 13th Sept 2019. S1 Management Program Study of Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
The purpose of internship for internee is to add experience and prepare 
themselves to face competition in the world of work, as well as to find out work in 
the Financial Sub-Section. The tasks given to the internee are: make a billing 
control sheet, making recapitulation of bill expeditions, issuing tax e-billing, 
inputting tax returns that have been paid and filing the responsibility report. 
 
After carrying out the internship, the internee get a lot of experience and new 
lessons, especially in the field of finance, and the internee can have more 
independent attitude, responsibility and thorough in doing whatever the internee 
does. 
 
The suggestions that can be given to students who want to carry out the internship 
are expected to be able to complete each given task responsibly, comply with all 
established regulations, and have good communication with all employees where 
the internship. Whereas the suggestion for Universitas Negeri Jakarta is to be able 
to establish good relations and cooperation with companies or government 
agencies, as well as improve overall academic services, especially in the service 
of making application letters for the internship. 
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memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan 
laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan baik. 
Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini disusun berdasarkan 
hasil PKL yang telah praktikan laksanakan pada Sub Bagian Keuangan pada BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 September 
2019. 
Tersusunnya laporan PKL ini tidak luput dari bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak. Untuk itu praktikan ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril 
maupun materil kepada praktikan selama menjalani proses PKL hingga 
penyusunan laporan PKL 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 
3. Dr. Suherman, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
4. Dra. Umi Mardiyati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 
memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada praktikan 
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5. Seluruh Dosen Program Studi S1 Manajemen yang telah memberikan ilmu 
selama praktikan berada di bangku perkuliahan 
6. Bapak Cahyo Sartono selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat 
(Humas) BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang telah menerima dan 
menempatkan praktikan pada Sub Bagian Keuangan 
7. Keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terutama Sub Bagian 
Keuangan yaitu Bapak Dayat, Bapak Dona, Ibu Trien, Ibu Elfina, Ibu Fitri, 
Bapak Habib, Bapak Yudha, dan Mas Indi yang telah memberikan 
kesempatan, bimbingan serta arahan selama praktikan melaksanakan PKL 
8. Teman-teman S1 Manajemen B 2016 yang senantiasa memberikan semangat 
kepada praktikan untuk menyelesaikan laporan PKL 
9. Semua pihak yang tidak dapat praktikan sebutkan satu persatu namanya 
namun tidak mengurangi rasa terima kasih praktikan karna telah membantu 
kelancaran praktikan melaksanakan PKL 
Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun akan praktikan terima secara 
terbuka untuk dapat menyempurnakan laporan. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat dan ilmu kepada yang membacanya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perlu diketahui bahwa Indonesia saat ini sedang berusaha keras 
meninggalkan masa lalunya yang kelam dan diwarnai oleh penyalahgunaan 
kekuasaan, mismanajemen, korupsi, yang secara bersama-sama menjadikan 
negara ini tidak mampu bersaing dibandingkan dengan negara lainnya. 
Upaya untuk membangun Indonesia agar tidak tertinggal dengan negara 
lain salah satunya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik warga negara 
maupun pihak pemerintah. Dalam kaitan itulah, masyarakat perlu memiliki 
pemahaman cukup untuk mengenal segenap lembaga yang memiliki 
kewenangan dan kewajiban untuk menegakkan pemerintahan yang bebas dari 
tindakan kecurangan tersebut. 
Dunia kerja menuntut sumber daya manusianya agar memiliki 
kemampuan, keterampilan dan pengetahuan serta wawasan yang luas. Institusi 
pendidikan menjadi salah satu sarana dalam menyediakan sumber daya 
manusia yang memiliki poin tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang 
baik akan menjadi salah satu tolak ukur kemampuan Indonesia mengikuti arus 
globalisasi dunia. 
Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu universitas negeri di 
Indonesia yang turut andil dalam membentuk sumber daya manusia yang 




Program Studi Manajemen merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi UNJ 
yang mempersiapkan mahasiswanya dengan memberikan pembelajaran baik 
teori maupun praktik sesuai bidangnya agar dapat mencetak sumber daya 
manusia yang unggul, kompeten, dan profesional yang kelak dapat terlibat 
aktif baik dalam perusahaan maupun instansi pemerintah. 
Pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, praktikan mendapatkan 
kesempatan melakukan PKL di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada 
Sub Bagian Keuangan yang diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 
keterampilan serta pengalaman praktikan untuk belajar menghadapi dunia 
kerja khususnya di bidang keuangan serta dapat mengasah kemampuan 
berinteraksi sosisal terhadap lingkungan kerja nyata. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan 
konsentrasi praktikan yaitu manajemen keuangan 
b. Memperkenalkan praktikan dengan lingkungan dan kondisi dunia kerja 
yang sebenarnya 
c. Menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, jujur serta kompeten 
untuk mempersiapkan mental praktikan agar mampu menghadapi 




d. Menerapkan ilmu teoritis yang sudah praktikan dapatkan di bangku 
perkuliahan untuk dunia kerja 
e. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai salah satu persyaratan 
kelulusan bagi program studi S1 Manajemen 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Mempelajari proses pembuatan lembar pengendalian tagihan atas 
transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta 
b. Mengetahui proses ekspedisi tagihan pada Sub Bagian Keuangan 
c. Mempelajari proses penerbitan e-billing pajak untuk PPh 21, PPh 22, 
PPh 23 dan PPN 
d. Mempelajari proses rekapitulasi pajak yang sudah dibayarkan oleh Sub 
Bagian Keuangan 
e. Mengetahui proses mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan pada Sub Bagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI 
Jakarta diharapkan antara lain: 
1. Kegunaan bagi Praktikan 
a. Menerapkan pengetahuan baik teori maupun praktik yang sudah 




b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang praktikan miliki 
untuk di aplikasikan dalam dunia kerja yang sesungguhnya 
c. Melatih rasa tanggung jawab, disiplin, daya pikir kritis, kerjasama tim 
serta kemampuan komunikasi yang baik dalam dunia kerja yang 
sesungguhnya 
d. Mempersiapkan diri agar mampu menjadi sumber daya manusia yang 
unggul, berkompeten dan beretika baik agar dapat bersaing dengan 
lingkungan kerja di masa mendatang 
e. Mengetahui kekurangan, keterampilan, serta kemampuan yang belum 
praktikan kuasai dalam bidang keuangan, untuk selanjutnya sebagai 
motivasi dan usaha praktikan untuk memperbaikinya sebelum masuk 
dalam dunia kerja 
2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
kepada perusahaan dan instansi pemerintah 
b. Sebagai sarana pembelajaran teori dan praktik dalam mempersiapkan 
mahasiswa menjadi tenaga kerja yang professional, unggul, 
berkompeten dan berdaya saing tinggi 
c. Dapat membangun kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi 
dengan perusahaan atau instansi pemerintah sehingga memudahkan 




d. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran dan kritik untuk 
menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai dengan 
kriteria yang dibutuhkan perusahaan 
3. Kegunaan bagi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
a. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta dengan Universitas Negeri Jakarta khususnya 
Fakultas Ekonomi dan Program Studi S1 Manajemen 
b. Membangun kemitraan agar perusahaan atau instansi pemerintah dapat 
dikenal dalam bidang akademik dan menjadi contoh perusahaan atau 
instansi pemerintah yang dapat menunjukkan integritasnya 
c. Meringankan beban perusahaan atau instansi dalam penyelesaian tugas 
dimana praktikan ditempatkan 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan sebuah lembaga negara 
yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara khususnya pemerintah DKI Jakarta. Berikut adalah data lengkap 
mengenai tempat pelaksanaan PKL antara lain sebagai berikut: 
Nama Perusahaan  : BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
Alamat   : Jalan MT Haryono Kav. 34 Cikoko, Pancoran,  
                         Jakarta Selatan  12270, Indonesia 




Fax   : (021) 7902574 
Website   : jakarta.bpk.go.id 
Email   : bpkri.dkijakarta@gmail.com 
Praktikan memilih tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta didasari dengan harapan sebagai sarana 
untuk menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan yang 
mencakup mengenai akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu dengan 
diterimanya praktikan untuk melaksanakan PKL di instansi ini merupakan 
sebuah kebanggaan dan menjadi langkah awal yang baik bagi praktikan 
mendapatkan pengalaman bekerja. Selain itu, akses yang mudah dijangkau 
dengan menggunakan transportasi umum seperti commuter line dan 
transjakarta yang membuat praktikan tidak mengalami kesulitan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini. 
 
E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan terdiri dari 
beberapa tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. 
Rangkaian tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tanggal 5 Juli 2019 praktikan mengajukan surat permohonan 
PKL di bagian administrasi Gedung R Fakultas Ekonomi, lalu praktikan 




Surat permohonan PKL ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 
Pada tanggal 8 Juli 2019, praktikan mengambil surat permohonan 
pengajuan PKL yang telah selesai diproses dan langsung diberikan kepada 
Bapak Subhan selaku Staf Bagian Humas BPK Perwakilan Provinsi DKI 
Jakarta. 
Pada tanggal 12 Juli 2019, praktikan mendapat kabar dari Bapak 
Subhan, bahwa praktikan diterima untuk melaksanakan PKL di kantor 
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan diminta datang pada tanggal 15 
Juli 2019 untuk melakukan briefing sebelum praktikan melakukan PKL. 
Pada tanggal 15 Juli 2019 praktikan datang ke kantor BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan bertemu dengan Bapak Cahyo 
Sartono selaku Kepala Sub Bagian Humas BPK Perwakilan Provinsi DKI 
Jakarta yang selanjutnya diberi arahan terkait dengan penempatan PKL. 
Saat itulah praktikan diberitahu bahwa praktikan ditempatkan di Sub 
Bagian Keuangan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan mulai melaksanakan PKL di BPK Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta, Jalan MT Haryono Kav. 34 Cikoko, Pancoran, Jakarta 
Selatan 12270 pada tanggal 15 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 13 
September 2019. Pakaian yang digunakan adalah pakaian yang sopan dan 





Tabel I.1 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Hari Kerja Pukul Keterangann 
Senin-Kamis 
08.00 – 16.00 Jam Kerja 
12.00 – 13.00 Istirahat 
Jumat 
08.00 – 16.00 Jam Kerja 
12.00 – 13.30 Istirahat 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap ini, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 
sebagai bukti bahwa praktikan telah menyelesaikan PKL pada Sub Bagian 
Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Praktikan 
mempersiapkan dan menyelesaikan laporan PKL pada periode bulan 
September-Oktober 2019. Pembuatan laporan ini sebagai penunjang untuk 
salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
Terbentuknya BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berawal dari 
Satuan Kerja Auditorat IV yang dipimpin oleh Drs. A. Th. Sutedjo, MM., 
yang kemudian digantikan oleh Drs. Rusmantoyo. Namun, berdasarkan SK 
BPK RI No. 16/SK/K//1996 tanggal 15 Agustus 1996, Auditorat IV tersebut 
berubah menjadi Perwakilan Khusus Jakarta, yang berkedudukan di Kantor 
Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat. 
Kemudian, pada tanggal 29 Juli 2004 berdasarkan SK BPK RI No. 
12/SK/IVIII.3/2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPK RI, 
terbentuklah Perwakilan III BPK RI di Jakarta yang berkantor di Jalan MT 
Haryono Kav. 45-46 Jakarta Selatan. Perwakilan III BPK RI di Jakarta 
membawahi Sekretariat Perwakilan III BPK RI di Jakarta, Sub Auditorat 
Provinsi DKI Jakarta, Sub Auditorat Depdagri dan Jawa Barat IV, dan Sub 
Auditorat Jawa Barat I, II, dan III. 
Selanjutnya, berdasarkan SK BPK RI No. 02/SK/I-VIII.3/1/2006 tanggal 
5 Januari 2006, Perwakilan III BPK RI di Jakarta diubah namanya menjadi 
Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, membawahi Sekretariat Perwakilan 
BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Sub Auditorat Provinsi Jakarta, Sub Auditorat 
Depdagri dan Banten. 
Lalu, pada bulan Januari 2007 berdasarkan SK Ketua BPK RI No. 
34/K/IVIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan
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Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta akan 
membawahi Sub Auditorat DKI Jakarta I, Sub Auditorat DKI Jakarta II, Sub 
Auditorat DKI Jakarta IIII, Sub Auditorat DKI Jakarta IV, dan Sekretariat 
Perwakilan. 
Selanjutnya pada bulan Desember 2009, Kantor BPK RI Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta pindah di Jalan MT Haryono Kav. 34 Jakarta Selatan. 
Bangunan dengan luas 17.473 m2 yang terdiri dari 15 lantai tersebut 
diresmikan langsung oleh Bapak Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI dan 
masih digunakan hingga saat ini. 
BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah mengalami beberapa kali 
pergantian pemimpin dari awal terbentuknya hingga saat ini. Adapun orang-
orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan diantaranya adalah 
Bapak Hadi Priyanto, Bapak Agung Kastawa, Bapak Sjafrudin Mossi, Bapak 
Dr. Blucer Welington Rajagukguk, M.Sc., Bapak Efdinal, S.E., M.M., dan 
Bapak Syamsudin, S.E., M.Si., Ak. Saat ini, jabatan Kepala Perwakilan 
diemban oleh Bapak Yuan Candra Djaisin sejak Agustus 2018. 
1. Dasar Hukum BPK RI 
Republik Indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan 
pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan badan yang akan 
yang akan melakukan fungsi pemeriksaan telah dicantumkan dalam 
Undang-Undang Dasar yang dinyatakan bahwa untuk memeriksa 
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 
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Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 
23 Bab VIII UUD 1945). 
Pengaturan undang-undang yang pertama kali mengikuti amanat 
UUD 1945 baru terbit pada tahun 1973. Kedudukan konstituonal BPK RI 
dinyatakan sebagai “Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan 
tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi 
tidak berdiri diatas pemerintah” (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973). 
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung 
jawab pengelolaan keuangan negara, sejak tanggal 9 November 2001 
landasan hukum BPK RI sesuai dengan Amandemen Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Bab VIII A 
Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G. 
a. Pasal 23E 
1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 
bebas dan mandiri 
2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya 
3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 





    
 
b. Pasal 23F 
1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden 
2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 
anggota 
c. Pasal 23G 
1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi 
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 
diatur dengan Undang-Undang Selanjutnya Badan Pemeriksa 
Keuangan Negara Republik Indonesia 
Saat ini, telah ditetapkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan yang baru, dimana undang-undang ini menjadi 
landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK RI dalam 
melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan 
negara. 
2. Visi dan Misi BPK RI 
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari BPK RI 
mendukung visi dan misi BPK RI sebagaimana dijabarkan berikut ini: 
a. Visi BPK RI 
“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai 
tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”. 
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b. Misi BPK RI 
1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
secara bebas dan mandiri 
2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, 
independen, dan profesional 
3. Nilai Dasar BPK RI 
Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi BPK RI 
akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-
nilai dasar sebagai berikut: 
a. Integritas 
Makna integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh 
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan 
kewibawaan/kejujuran. BPK RI membangun nilai integritas dengan 
bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan 
keputusan. 
b. Independensi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, independensi 
maknanya adalah kemandirian. BPK RI merupakan lembaga yang 
menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, 
maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 
pemeriksaan, BPK RI bebas dalam sikap mental dan penampilan dari 
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gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat 
mempengaruhi independensi. 
c. Profesionalitas 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme memiliki 
makna mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu 
profesi atau orang yang profesional. BPK RI membangun nilai 
profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, 
dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. 
4. Tujuan Strategis BPK RI 
Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka BPK RI 
menetapkan dua tujuan strategis, yaitu: 
a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka 
mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan 
negara 
Melalui tujuan strategis ini, manfaat hasil pemeriksaan diarahkan 
untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai 
tujuan nagara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tidak 
terjadi kecurangan (fraud) yang merugikan keuangan negara dan 
mengandung unsur pidana. 
Pemeriksaan BPK RI juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas 
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai 
pertanggungjawaban keuangan negara. Yang selanjutnya, manfaat 
hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, 
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efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah 
mendalam (insight) dan pilihan masa depan (foresight).  
b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong 
pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara 
Melalui tujuan strategis ini, memastikan bahwa pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan telah dilakukan sesuai 
standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di 
tingkat pemeriksaan (audit engagement) dan kelembagaan. 
5. Logo BPK RI 
 
Gambar II.1 Logo BPK RI 
Sumber: bpk.go.id 
 
a. Garuda Pancasila melambangkan Badan Pemeriksa Keuangan 
sebagai lembaga tinggi negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai 
satu-satunya azas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban 
melestarikan Pancasila dan UUD 1945. 
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b. Motif Cakra melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang 
berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari 
angkara murka. Cakra merupakan bentuk utama lambang Badan 
Pemeriksa Keuangan adalah sebagai alat bangsa Indonesia untuk 
menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh 
pemerintah selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna. 
c. Tiga buah mata tombak melambangkan bahwa ruang lingkup Badan 
Pemeriksa Keuangan meliputi: 
1) Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta 
ketaatan terhadap peraturan dan perundangan 
2) Pemeriksaan atas daya guna (efisiensi dan kehematan) ekonomi 
3) Pemeriksaan atas hasil program (efektivitas) 
e. Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung kecil pada sisi bagian 
luar cakra melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa Keuangan 
yaitu tahun 1947. 
f. Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menompang cakra 
merupakan “Padmasana” yang berarti tahta bunga teratai 
melambangkan kesuburan lahir batin. 
g. Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai tersebut ialah Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara melaksanakan 
tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 
dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan 
terhadap independensi dalam setiap kegiatan. 
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h. Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa 
Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa 
berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa 
yang masing-masing berjumlah tujuh butir. 
i. Warna Lambang 
Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning emas, mempunyai 
makna keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai 
lembaga tinggi negara, sedangkan warna putih pada kelopak bunga 
teratai mempunyai makna kesucian, kebersihan, dan kejujuran. 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta diatur dalam 
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 3/K/IXIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut adalah struktur organisasi 
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta: 
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Gambar II.2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
Sumber: jakarta.bpk.go.id 
 
Bidang pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan struktur organisasi, 
yaitu: 
1. Sub Auditoriat DKI Jakarta 
Sub Auditorat DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas/satuan 
di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi 
Ketertiban dan Keamanan, serta Pelayanan Umum Pemerintahan dan 
unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas tersebut di 
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atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh 
Auditoriat Utama Keuangan Negara (AKN). 
BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 3 (tiga) Sub 
Auditoriat, yaitu: 
a. Sub Auditoriat DKI Jakarta I, yang wilayah pemeriksaannya 
meliputi Gubernur, DPRD Provinsi, Sekretariat Daerah, Sekretariat 
Dewan, BPKAD, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP serta 
entitas/satuan lainnya yang setara. 
b. Sub Auditoriat DKI Jakarta II, yang wilayah pemeriksaannya 
meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas 
Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD dan 
Puskesmas, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 
serta entitas/satuan lainnya yang setara. 
c. Sub Auditoriat DKI Jakarta III, yang wilayah pemeriksaannya 
meliputi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dimiliki 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya PT. Transjakarta, PT. 
Pembangunan Jaya Ancol, PD Pasar Jaya, PT. Bank DKI serta 
BLUD lainnya. 
2. Sekretariat Perwakilan 
Sekretariat Perwakilan merupakan unsur pendamping dalam 
berjalannya kegiatan umum BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 
Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan 
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masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan 
fungsi Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Untuk 
melaksanakan tugas diatas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK RI Pewakilan Provinsi DKI 
Jakarta; 
b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan 
prasarana di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 
c. Pemberian layanan dibidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi 
informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan BPK 
RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 
d. Penyusunan laporan keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI 
Jakarta dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan BPK; 
e. Pemutakhiran data aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU 
unit kerja pada lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 
f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI 
Jakarta; 
g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 
h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan 
BPK RI Provinsi DKI Jakarta; 
i. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan 
BPK RI Provinsi DKI Jakarta. 
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Sekretariat Perwakilan di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta terdiri dari: 
a. Sub Bagian SDM, yang bertugas melaksanakan pengurusan sumber 
daya manusia dilingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala 
Sekretariat Perwakilan. 
b. Sub Bagian Keuangan, yang bertugas melaksanakan kebijakan 
anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban 
keuangan serta menyiapakan bahan pendukung dalam rangka 
penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK RI 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan melaporkan hasil kegiatannya 
secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Hubungan Sub 
Bagian Keuangan dengan atasannya yang dalam hal ini adalah Kepala 
Sekretariat Perwakilan tercermin dari adanya tanda tangan Kepala 
Sekretariat Perwakilan yang juga merupakan Pejabat Penguji Tagihan 
dalam setiap transaksi keuangan. Tanpa adanya tanda tangan Pejabat 
Penguji Tagihan, transaksi keuangan dapat dikatakan tidak lengkap 
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya. Selain 
dengan Kepala Sekretariat Perwakilan, Sub Bagian Keuangan juga 
berhubungan dengan Kepala Perwakilan. Contoh penerapannya adalah 
terdapat tanda tangan Kepala Perwakilan dalam surat dinas pegawai. 
Tanpa adanya tanda tangan tersebut, perjalanan dinas pegawai tidak 
dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya. 
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c. Sub Bagian Hukum, yang bertugas melaksanakan pemberian layanan 
dibidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan 
informasi hukum. 
d. Sub Bagian Humas, yang mempunyai tugas bidang kehumasan terkait 
dengan tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan 
melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala 
Sekretariat Perwakilan; 
e. Sub Bagian Umum dan TI, yang bertugas melaksanakan pemberian 
layanan administrasi umum, teknologi informasi, dan keprotokolan, 
serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan 
BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakata dan melaporkan hasil 
kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. 
f. Sub Bagian Tata Usaha, yang bertugas menyelenggarakan 
kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh 
Kepala Perwakilan serta melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan 
perintah Kepala Perwakilan dan melaporkan hasil kegiatannya secara 
berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan Umum yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
daerah pada entitas/satuan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
yang memiliki fungsi Ketertiban dan Keamanan, serta Pelayanan Umum 
23 
 
    
 
Pemerintahan dan unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas 
tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta, praktikan ditempatkan pada Sub Bagian Keuangan. 
Sub Bagian Keuangan bertugas melaksanakan kebijakan anggaran, 
perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan, serta 
menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusuan Laporan Keuangan 
BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan melaporkan 
hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. 
Tugas-tugas yang praktikan kerjakan diantaranya diberikan oleh Bapak 
Dayat selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Bapak Dona selaku Bendahara 
Pengeluaran, Ibu Trien dan Ibu Elfina selaku Staf Verifikatur Keuangan, 
Bapak Habib dan Mas Indi selaku selaku Staf Loket Lembar Pengendalian 
Tagihan. 
Adapun bidang kerja yang diberikan kepada praktikan selama menjalani 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
adalah sebagai berikut: 
1. Membuat lembar pengendalian tagihan melalui SINTAG 





3. Menerbitkan e-billing pajak melalui Surat Setoran Elektronik (SSE) dan 
setelah pajak dibayar harus diinput ke dalam SINTAG 
4. Merekapitulasi pajak yang sudah dibayarkan oleh Sub Bagian Keuangan 
ke dalam format Microsoft Excel 
5. Mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pelaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 
45 hari kerja, terhitung sejak tanggal 15 Juli–13 September 2019. PKL ini 
dilaksanakan selama hari kerja Senin–Jumat yang setiap harinya dimulai 
pukul 08.00 – 16.00 WIB. 
Pada hari pertama bekerja, praktikan sebelumnya bertemu dengan Bapak 
Cahyo Sartono selaku Kepala Sub Bagian Humas untuk diperkenalkan kepada 
Staf di Sub Bagian Keuangan. Setelah itu, praktikan dijelaskan tentang 
beberapa tugas yang akan praktikan kerjakan serta diberikan bimbingan oleh 
Staf yang ada di Sub Bagian Keuangan. 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan tidak begitu 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, karena 
praktikan selalu mendapatkan pengarahan dan bimbingan bagaimana cara 
mengerjakan tugas tersebut dengan benar, tepat, dan teliti. 
Berikut merupakan uraian tugas-tugas yang dikerjakan praktikan selama 






1. Membuat lembar pengendalian tagihan melalui SINTAG 
Lembar pengendalian tagihan merupakan tahap awal dalam proses 
pencairan dana pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Tahap ini 
dilakukan ketika bendahara unit kerja menyerahkan beberapa laporan serta 
lampiran transaksi mereka yang kemudian Staf Subbag Keuangan akan 
membuat lembar pengendalian tagihan untuk akhirnya transaksi tersebut 
dapat diproses dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran.  
Dalam membuat lembar pengendalian tagihan, Subbag Keuangan 
menggunakan program yaitu SINTAG (Sistem Pengendalian Dokumen 
Tagihan). SINTAG adalah sebuah aplikasi modern yang berfokus pada 
operasional layanan pengelolaan keuangan terutama pada tingkat 
kementrian atau lembaga pemerintahan. 
Adapun tahap-tahap yang praktikan lakukan adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima 1 map yang di dalamnya biasanya berisi Surat 
Tugas, Surat Perintah Bayar (SPBy), Kwitansi, dan Daftar Hadir dari 
unit kerja yang melakukan kegiatan atau transaksi 
b. Praktikan membuka program SINTAG dan melakukan login 







Gambar III.1 Login SINTAG untuk Lembar Pengendalian Tagihan 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
c. Praktikan meng-klik “Loket” 
 
Gambar III.2 SINTAG untuk LOKET 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
d. Praktikan meng-klik “Tambah” dan menginput informasi tagihan 
berupa Jenis Tagihan, Unit yang berkaitan, Nama Penagih, Uraian 






Gambar III.3 Pengisian Form Lembar Pengendalian Tagihan 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
e. Praktikan meng-klik “OK” dan mencetak lembar pengendalian 
tagihannya. Hasil disajikan pada Gambar III.4 
 
Gambar III.4 Lembar Pengendalian Tagihan 





f. Terakhir, praktikan keluar SINTAG dan menyerahkan lembar 
pengendalian tagihan beserta dokumen pendukung lainnya kepada Staf 
selanjutnya untuk diproses sampai kepada Bendahara Pengeluaran 
 
2. Membuat rekapitulasi ekspedisi tagihan harian 
Dalam alur pencairan tagihan, SPJ harus didistribusikan untuk di 
tanda tangani sebagai bukti keaslian transaksi ke beberapa petinggi BPK 
Perwakilan, alurnya dimulai dari bendahara unit kerja yang terkait, Staf 
bagian Loket, Penguji dan Pembebanan, Pejabat Pembuat Komitmen, 
Verifikatur Subbag Keuangan, Kasubbag Keuangan, Pejabat Penguji 
Tagihan, dan terakhir Bendahara Pengeluaran sebagai tahapan bahwa 
pencairan dana akan dibayarkan. Adapun tahap-tahap yang praktikan 
lakukan adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima kurang lebih sebanyak 10 Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) harian dari Kepala Sub Bagian Keuangan 
b. Praktikan mencatat tanggal transaksi, nomor register lembar 
pengendalian tagihan dan nominal transaksinya ke dalam “Buku 
Ekspedisi Tagihan”  
c. Setelah itu, praktikan mengantarkan file dan Buku Ekspedisi Tagihan 
tersebut kepada Staf bagian Pejabat Penguji Tagihan dan memintanya 






3. Menerbitkan e-billing pajak melalui Surat Setoran Elektronik (SSE) 
dan setelah pajak dibayar harus diinput ke dalam SINTAG 
Surat Setoran Elektronik (SSE) adalah suatu sistem pembayaran 
pajak elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal 
Pajak dan menerapkan billing system. Praktikan menerbitkan e-billing 
pajak dengan sistem online menggunakan ID Bendahara Pengeluaran BPK 
Perwakilan menggunakan NPWP dan password. Dengan menerbitkan 
e-billing, praktikan mendapatkan nomor billing yang nantinya akan 
dibawa ke Bank BNI untuk dibayarkan sesuai dengan nominal pajaknya. 
Adapun tahap-tahap yang praktikan lakukan adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima beberapa transaksi yang terkena pajak, mulai dari 
PPh 21, 22, 23 ataupun PPN dan menghitung jumlah pajaknya 
b. Praktikan membuka SSE (Surat Setoran Elektronik) melalui Google 
dan melakukan login menggunakan username dan password milik 
Bendahara Pengeluaran  
 
Gambar III.5 Login Surat Setoran Elektronik 





c. Setelah masuk pada halaman beranda SSE, Praktikan meng-klik “Isi 
SSE” 
 
Gambar III.6 Beranda Surat Setoran Elektronik 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
d. Kemudian praktikan memilih jenis pajak, jenis setoran pajak sesuai 
dengan tagihan pajaknya 
 
Gambar III.7 Form Surat Setoran Elektronik 






e. Jika pajak yang diinput adalah Pajak PPh 22 dan PPN, maka praktikan 
meng-klik “NPWP Lain” dan menginput NPWP perusahaan yang 
terkait transaksinya. Jika bukan, maka meng-klik “NPWP Sendiri” dan 
akan terisi NPWP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
f. Praktikan menginput nominal pajak dan memastikan bahwa kolom 
“Terbilang” sesuai dengan nominal pajaknya 
 
Gambar III.8 Pengisian Form Surat Setoran Elektronik 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
g. Jika semua sudah terisi, praktikan meng-klik “Simpan”, lalu klik 
“OK”, dan kode billing otomatis terbuat. Kemudian, praktikan 






Gambar III.9 Surat Setoran Elektronik 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
h. Praktikan membayar pajak ke Bank BNI dengan melampirkan Surat 
Setoran Elektronik yang di dalamnya tertera kode billing dan Bank 
BNI akan memberikan kwitansi/bukti setoran pajak sebagai tanda 
bahwa pajak sudah dibayarkan 
i. Praktikan membuka program SINTAG dan melakukan login 
menggunakan username “dona” selaku Bendahara Pengeluaran BPK, 






Gambar III.10 Login SINTAG untuk Konfirmasi Pajak 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
j. Praktikan meng-klik “Adm. Pajak” dan klik “Setoran Pajak ke Kas 
Negara” 
 
Gambar III.11 SINTAG untuk Adm. Pajak 






k. Praktikan meng-klik status “Belum disetor ke bank” dan menginput 
nominal pajak sesuai kwitansi/bukti pajak di kolom “Jumlah Pajak” 
dan klik enter 
l. Jika informasi pajak sesuai dengan nominal dan periode yang 
praktikan inginkan, maka langkah selanjutnya praktikan meng-klik 
“Setor” dan menginput informasi berupa Tanggal Setor, NTPN dan 
NTB sesuai dengan kwitansi/bukti dari Bank BNI dan klik “OK” 
 
Gambar III.12 Pengisian Setoran Pajak ke Kas Negara 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
m. Maka status transaksi setoran pajak yang tadi berpindah status menjadi 
“Sudah disetor ke bank”. Semua pajak yang sudah dibayarkan harus 






Gambar III.13 Rekapitulasi Setoran Pajak ke Kas Negara 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
4. Merekapitulasi pajak yang sudah dibayarkan oleh Sub Bagian 
Keuangan ke dalam format Microsoft Excel 
Praktikan ditugaskan untuk merekapitulasi pajak yang sudah 
dibayarkan ke dalam format Microsoft Excel yang sudah disediakan oleh 
Staf Subbag Keuangan. Hal ini berkaitan dengan penilaian kerapihan dan 
kelengkapan arsip pajak di Subbag Keuangan. Adapun tahap-tahap yang 
praktikan lakukan adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima map yang di dalamnya berisi kwitansi/bukti 





b. Praktikan membuka format microsoft excel dan menginput kolom 
NTB, NPWP, Nomor Akun, Nilai Setor dan ID Billing sesuai dengan 
yang ada di kwitansi/bukti setoran pajak dari Bank BNI 
 
Gambar III.14 Rekapitulasi Pajak pada Microsoft Excel 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
c. Setelah semua sudah terinput, praktikan meng-save as file dan 
memberi nama file “Bulan_Pajak Bulan ….” Contohnya: “09_Pajak 
September”. Hasil disajikan pada Gambar III.14 
 
5. Mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  
Praktikan diberikan satu kardus berisikan Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Bendahara 
Pengeluaran. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun, 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 





Praktikan ditugaskan untuk melakukan pengarsipan berkas tersebut 
dengan menggunakan scanner, hal ini berkaitan dengan penilaian 
kerapihan dan kelengkapan arsip di Sub Bagian Keuangan yang akan 
dilakukan audit selama beberapa bulan sekali. Adapun tahap-tahap yang 
praktikan lakukan adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan menerima beberapa kardus berisi map SPJ yang di dalamnya 
kurang lebih 1.000 map selama periode waktu Mei sampai September 
2019 dari Bendahara Pengeluaran 
b. Praktikan membuka program SINTAG dan melakukan login 
menggunakan username “dona” selaku Bendahara Pengeluaran BPK, 
lalu klik enter 
c. Praktikan meng-klik “Kasir/Bendahara” dan klik “Buku Pembantu 
UP” 
 
Gambar III.15 SINTAG untuk Kasir/Bendahara 





d. Kemudian rekapitulasi DIPA selama 1 bulan di convert ke Microsoft 
Excel dan praktikan print agar lebih mudah mengecek dan 
menyesuaikannya. Hasil disajikan pada Gambar III.17 
 
Gambar III.16 Hasil DIPA dengan SINTAG 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
 
Gambar III.17 Hasil DIPA di convert ke Microsoft Excel 





e. Setelah sudah di print, praktikan membuka semua file yang ada dalam 
map dan mengeluarkannya. Praktikan mulai mengarsipkan 
menggunakan scanner dan memberi nama file sesuai dengan nomer 
register nya (Contohnya: R201901875) 
f. Praktikan menyesuaikan file dengan daftar DIPA dan memberi tanda 
checklist, kemudian memasukkan file ke dalam odner sesuai periode 
bulannya 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Sub 
Bagian Keuangan, praktikan tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang 
mengganggu kelancaran kegiatan PKL. Adapun kendala yang dihadapi adalah 
sebagai berikut: 
1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan belum memahami langkah-langkah 
dalam pembuatan lembar pengendalian tagihan atas suatu transaksi, karena 
banyaknya istilah dalam Sistem Pengendalian Dokumen Tagihan 
(SINTAG). 
2. Banyaknya tumpukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang masih belum 
diarsipkan, padahal periode waktunya sudah berlalu. Sehingga praktikan 
harus mengelompokkan SPJ tersebut sesuai periodenya dan memerlukan 






D. Cara Mengatasi Kendala 
Walaupun terdapat kendala yang dihadapi praktikan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Sub Bagian Keuangan, 
tetapi praktikan dapat menyelesaikan PKL dengan baik dan lancar. Adapun 
cara praktikan mengatasi berbagai kendala adalah sebagai berikut: 
1. Praktikan mulai mempelajari dan bertanya terlebih dahulu kepada 
beberapa Staf Sub Bagian Keuangan mengenai alur dan istilah – istilah 
yang ada pada Sistem Pengendalian Dokumen Tagihan (SINTAG). 
2. Praktikan harus mensortir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan 
periodenya (sesuai bulan), setelah itu praktikan mulai mengarsipkan sesuai 
dengan urutan periode. Selain itu praktikan berusaha untuk me-manage 








Praktikan telah menyelesaikan kewajiban Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan kurang lebih selama 45 hari kerja, terhitung sejak 15 Juli 
sampai dengan 13 September 2019 pada Sub Bagian Keuangan BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Praktikan memperoleh banyak manfaat dan 
pelajaran yang tidak diperoleh saat di bangku perkuliahan. Setelah 
melaksanakan PKL, praktikan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembuatan lembar pengendalian tagihan di lingkungan BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk penagihan transaksi dari satuan 
unit kerja kepada Bendara Pengeluaran untuk membayar sesuai dengan 
jumlah tagihannya. 
2. Praktikan mengetahui proses ekspedisi tagihan pada Sub Bagian 
Keuangan. Proses ini merupakan alur untuk pencairan tagihan yang 
diajukan oleh satuan unit kerja kepada Bendahara Pengeluaran.  
3. Praktikan menerbitkan e-billing pajak untuk PPh 21, 22, 23, dan PPN serta 
menginput pajak yang sudah dibayarkan melalui SINTAG. Penerbitan 
e-billing pajak dilakukan sebagai surat perintah pembayaran pajak atas 





4. Praktikan membuat rekapitulasi pajak yang sudah dibayarkan. 
Rekapitulasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sub Bagian 
Keuangan setiap bulan. 
5. Proses pengarsipan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilakukan berkaitan 
dengan penilaian kerapihan dan kelengkapan arsip yang dimiliki oleh Sub 
Bagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman saat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), ada beberapa saran yang dapat diberikan praktikan untuk 
dapat membantu dalam pelaksanaan PKL kedepannya agar lebih baik, yaitu: 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Saat pelaksanaan PKL, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan 
setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan 
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau 
instansi tempat pelaksanaan PKL.  
b. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar 
mudah bersosialisasi, memahami pekerjaan yang diberikan, serta 
menjalin hubungan baik dengan seluruh karyawan di tempat PKL 
untuk dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang terkait 







2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi dan Pogram 
Studi S1 Manajemen dapat menjalin hubungan yang baik dengan 
perusahaan atau instansi pemerintah agar mempermudah mahasiswa 
untuk mendapatkan tempat PKL. 
b. Pihak BAKHUM UNJ dan administrasi Fakultas Ekonomi diharapkan 
dapat meningkatkan pelayanan akademik secara menyeluruh, 
khususnya pada pelayanan pembuatan surat permohonan izin PKL. 
3. Bagi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
a. Instansi diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dan hubungan baik 
dengan Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 
Manajemen untuk mempermudah rekomendasi mahasiswa dalam 
melaksanakan kegiatan PKL selanjutnya.  
b. Instansi diharapkan dapat memberikan pengarahan dan bimbingan 
kepada mahasiswa yang melakukan PKL agar dapat menjalakan dan 







Dasar Hukum BPK RI. Diakses dari bpk.go.id 
 
DIPA Sebagai Dasar Pengujian Tagihan kepada Negara. Diakses dari 
wikiapbn.org 
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1. Perkenalan dengan seluruh Staf Sub 
Bagian Keuangan 
2. Menginput tagihan yang akan 







1. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
2. Menerbitkan e-billing pajak melalui 








1. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
2. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 









1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 









1. Mengikuti senam dan sarapan pagi 
yang diadakan di halaman kantor  
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
3. Membuat lembar pengendalian 

















1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 








Menerbitkan e-billing pajak melalui 










1. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
2. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 








1. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
2. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 











1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 








1. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
2. Membayar pajak ke Bank BNI 
3. Menginput pajak yang sudah 










1. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
2. Menginput pajak yang sudah 
dibayarkan ke dalam Microsoft 
Excel 
3. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 







1. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 
periode Juli 2019 
2. Menginput tagihan yang akan 







1. Mengikuti senam dan sarapan pagi 
yang diadakan di halaman kantor  
2. Mengarsipkan SP2D bulan Juli 
2019 yang sudah sesuai dengan 







1. Mengarsipkan SP2D bulan Juli 
2019 yang sudah sesuai dengan 
rekapitulasi span int 
2. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 








1. Mengarsipkan SP2D bulan Juli 
2019 yang sudah sesuai dengan 
rekapitulasi span int 
2. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 
periode Maret 2019 
3. Membuat lembar pengendalian 
tagihan melalui SINTAG 
4. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
5. Menginput pajak yang sudah 







1. Menginput pajak yang sudah 
dibayarkan ke SINTAG 












1. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 
periode April 2019 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
3. Menginput pajak yang sudah 







1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
3. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian Mengarsipkan SPJ 







1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
3. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
4. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 








1. Ikut membantu proses pemotongan 
dan pendistribusian hewan qurban 
2. Membuat lembar pengendalian 








1. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
2. Menginput tagihan yang akan 







Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 








1. Mengikuti senam dan sarapan pagi 
yang diadakan di halaman kantor  
2. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 
periode Agustus 2019 
3. Membuat lembar pengendalian 




Izin untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat 







1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
3. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 











1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
3. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 







1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
3. Menginput tagihan yang akan 




Izin untuk mengikuti visitasi lapangan akreditasi Program 







Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 








1. Menerbitkan e-billing pajak melalui 
Surat Setoran Elektronik (SSE) 
2. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 
periode Agustus 2019 
3. Membuat Laporan Keuangan 
Dharma Wanita (Bank) bulan Mei-
Agustus 2019 








1. Menerbitkan e-billing pajak melalui 
Surat Setoran Elektronik (SSE) 
2. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 







1. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 
periode Agustus 2019 







1. Menerbitkan e-billing pajak melalui 
Surat Setoran Elektronik (SSE) 







1. Menginput pajak yang sudah 
dibayarkan ke SINTAG 
2. Membuat lembar pengendalian 
tagihan melalui SINTAG 
3. Menginput pajak yang sudah 














1. Menginput pajak yang sudah 








2. Membuat lembar pengendalian 
tagihan melalui SINTAG 









1. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
2. Membuat Laporan Keuangan 









1. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct 
3. Membuat lembar pengendalian 








1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
3. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 











1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Menginput tagihan yang akan 
dibayar ke dalam format BNI Direct  
3. Menerbitkan e-billing pajak melalui 








1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
3. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 








1. Membuat lembar pengendalian 
melalui SINTAG 
2. Membuat rekapitulasi ekspedisi 
tagihan harian 
3. Mengarsipkan SPJ ke dalam odner 





















Lampiran 8. Surat Persetujuan Sidang PKL 
 
 
